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Abstract. This iresearch iaims ito ianalyze, iexamine, iand iidentify ithe iforms iof ilegal iprotection iavailable ifor child 

ivictims iof ibullying, ias iwell ias ito iassess igovernment imeasures iin iproviding icompensation ito these ivictims 

ibased ion iIndonesia’s iius iconstituendum iframework. iIn irecent iyears, ibullying icases involving iminors ihave 

isignificantly iincreased, ileaving ivictims iunable ito idefend ithemselves. iThe primary iissues iaddressed iin ithis 

istudy iconcern ithe ilegal iprotection iafforded ito ichild ivictims iof bullying iand ithe imanner iin iwhich ithe 

igovernment iprovides icompensation iin iaccordance iwith ithe envisioned ifuture ilaw i(ius iconstituendum) iin 

iIndonesia. iThis istudy iemploys ia inormative ilegal research imethod, irelying ion ithe iexamination iof ilegal 

imaterials. iThe iapproach iused iis ithe istatute approach, ireferring ito irelevant ilaws iand iregulations. iThe ifindings 

ireveal ithe itypes iof ilegal protection iaccessible ito ichild ivictims iof ibullying iand ithe imeasures ithat ithe 

igovernment imay implement ito iprovide icompensation iin ialignment iwith iIndonesia’s iaspirational ilegal 

iframework. 
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Abstrak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis, mengkaji, dan mengidentifikasi bentuk perlindungan 

hukum yang dapat diberikan kepada anak sebagai korban bullying, serta menelaah tindakan pemerintah dalam 

penyediaan kompensasi bagi anak korban bullying berdasarkan Hukum yang Dicita-citakan (ius constituendum) 

di Indonesia. Saat ini, kasus bullying yang melibatkan pelaku anak di bawah umur terus mengalami peningkatan, 

sementara korban kerap tidak mampu melakukan perlawanan. Permasalahan utama yang dibahas meliputi bentuk 

perlindungan hukum bagi anak korban bullying dan bagaimana peran pemerintah dalam pemberian kompensasi 

sesuai dengan ius constituendum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif 

dengan menitikberatkan pada kajian bahan hukum. Pendekatan yang digunakan ialah statute approach dengan 

merujuk pada peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya bentuk 

perlindungan hukum yang tersedia bagi anak korban bullying serta langkah-langkah yang dapat diambil 

pemerintah dalam memberikan kompensasi bagi korban sesuai dengan arah pembentukan hukum nasional di masa 

mendatang. 

 

Kata Kunci: Anak-Anak; Kompensasi Pemerintah; Perlindungan Hukum; Perundungan; Sekolah. 

 

1. PENDAHULUAN  

Latar Belakang Masalah  

 Salah isatu ilembaga isekaligus isebuah iwadah idalam imenjalankan iroda ipendidikan 

idapat disebut idengan iistilah iSekolah, idalam irumusan iPasal i1 iangka i10 iUndang-Undang 

i(UU) iNo i20 Tahun i2003 iTentang iSistem iPendidikan iNasional iyang iselanjutnya idisebut 

idengan iistilah iUndang Undang iSistem iPendidikan iNasional i(UUSPN) idinyatakan ibahwa, 

"Satuan pendidikan merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan 

pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis 

pendidikan". Menurut KBBI, sekolah merupakan lembaga atau bangunan tempat 

berlangsungnya proses pemberian dan penerimaan ilmu pengetahuan, sekaligus menjadi wadah 
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untuk kegiatan belajar dan mengajar. Individu yang menerima pendidikan dalam lingkungan 

tersebut dikenal sebagai peserta didik. Berlandaskan pada Pasal 1 angka 4 UUSPN dijelaskan 

bahwa, "Peserta didik merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi 

diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan 

tertentu". Sehingga anak yang menempuh pendidikan pada jenjang SD, SMP, hingga SMA 

termasuk dalam kategori peserta didik. 

Individu yang berusia di bawah 18 tahun atau belum genap berusia 18 tahun, termasuk 

anak yang masih berada dalam kandungan, dikategorikan sebagai anak. Dalam pembangunan 

nasional, anak dipandang sebagai subjek sekaligus objek pembangunan yang menjadi harapan 

bangsa untuk mewujudkan kemerdekaan, menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, 

serta memperkuat integritas nasional. Tidak dapat disangkal bahwa anak merupakan aset 

penting yang harus dijaga serta dikembangkan demi keberlangsungan pembangunan bangsa. 

Namun, pada masa sekarang, berbagai kasus bullying yang melibatkan anak semakin sering 

muncul, tetapi kerap kurang mendapatkan perhatian karena dianggap sebagai kejadian yang 

lazim terjadi di lingkungan sekolah (Firdaus, 2020). Salah satu contohnya adalah kasus seorang 

siswa SMP di Blora yang diduga menjadi korban perundungan hingga mengalami trauma dan 

tidak masuk sekolah. Kasus tersebut bahkan mendapatkan perhatian bupati dan dilaporkan 

kepada pihak kepolisian. Contoh lain terjadi di Malang, di mana seorang siswa harus menjalani 

amputasi jari setelah diduga mengalami perundungan. Tindakan bullying dapat berupa 

kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis, dan berdampak serius bagi baik korban maupun 

pelaku. Komisi Nasional Perlindungan Anak mendefinisikan bullying sebagai physical and 

psychological abuse, yakni kekerasan fisik dan psikologis yang dilakukan secara berulang 

terhadap korban, yang dapat didasarkan pada agama, ras, gender, seksualitas, atau kemampuan 

individu (Ihkam, 2020). Perilaku bullying yang berlangsung terus-menerus dapat menurunkan 

harga diri korban (self-esteem), membuat mereka merasa lemah, tidak berdaya, dan 

memandang diri sebagai sasaran empuk perundungan (Puspita, 2018). Dalam perspektif 

viktimologi, hak-hak korban perlu diperhatikan mengingat bullying masih sering tidak 

dianggap sebagai masalah serius dan justru dipersepsikan sebagai perilaku wajar anak-anak 

(Bunga, 2019). Berbagai masalah kesehatan, baik fisik maupun mental, juga berpotensi dialami 

oleh korban tindakan perundungan karena risiko yang meningkat (Dwipayana, 2020). Secara 

psikologis, bullying dapat terwujud melalui ekspresi atau sikap yang merendahkan, kasar, tidak 

sopan, mempermalukan, atau mengucilkan individu (Darmayanti, 2019). Bullying dapat terjadi 

pada siapa saja tanpa memandang usia dan waktu, biasanya dilakukan oleh individu atau 

kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu membela dirinya. Secara prinsip, bullying 
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termasuk tindakan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia 

(HAM), hal tersebut bersumber pada Pasal 1 angka 6 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM 

dengan uraian sebagai berikut, “Pelanggaran hak asasi manusia merupakan setiap perbuatan 

atau perlakuan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun 

tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau 

kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan, atau 

dikhawatirkan tidak akan memperolehpenyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan 

mekanisme hukum yang berlaku”. Istilah bullying dikenal sebagai perundungan. Perundungan 

terdiri atas beberapa bentuk, yaitu perundungan fisik, perundungan verbal, perundungan 

relasional, serta perundungan elektronik. Perundungan fisik umumnya dilakukan melalui 

tindakan memukul, menggigit, menendang, atau bentuk kekerasan fisik lainnya. Perilaku 

bullying dapat terjadi di lingkungan pendidikan pada semua jenjang, mulai dari sekolah dasar 

hingga perguruan tinggi. Di berbagai negara maju, kasus perundungan bahkan telah berada 

pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan karena memberikan dampak negatif yang 

signifikan. 

 

Rumusan Masalah  

a. Bagaima Perlindungan Hukum Bagi Korban Bulyying? 

b. Bagaiamana Pemberian Kompensasi Terhadap Anak Korban Bulyying? 

 

Tujuan Penulisan 

 Tujuan penulis membahas pemberian kompensasi terhadap korban bullying adalah 

untuk mendorong keadilan restoratif dan memastikan pelaku bertanggung jawab secara hukum 

atas kerugian yang ditimbulkannya. Selain itu, kompensasi juga bertujuan untuk memulihkan 

kerugian yang dialami korban, baik secara materi maupun nonmateri, serta memberikan efek 

jera kepada pelaku. 

 

2. METODE PENELITIAN 

 Penelitian mempergunakan metode penelitian yuridis normatif dalam pelaksanaannya, 

yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian norma-norma hukum yang berlaku 

dan dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum 

(Soekanto & Mamudji, 2015). Penelitian hukum yuridis normatif merupakan sebuah teknik 

mapan yang digunakan dalam bidang penelitian hukum karena memungkinkan peneliti 

menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang tertulis dan mengikat (Marzuki, 2017). 
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Pendekatan ini terutama menekankan pada penelaahan terhadap sumber-sumber hukum 

primer, seperti asas-asas hukum, norma hukum, dan peraturan perundang-undangan yang 

dituangkan secara tegas dalam bentuk tertulis sesuai dengan sistem hukum yang berlaku 

(Ibrahim, 2006). Penelitian mencakup sumber hukum primer maupun sekunder, dimana 

peraturan perundang-undangan menjadi bahan hukum utama yang dianalisis untuk menjawab 

permasalahan penelitian (Fajar & Achmad, 2019). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan 

sumber hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, pendapat para ahli, artikel 

daring, serta literatur relevan lainnya, dan dilengkapi dengan bahan hukum tersier seperti 

kamus hukum dan ensiklopedia hukum guna memperkuat pemahaman konseptual terhadap isu 

hukum yang dikaji (Zainuddin Ali, 2021). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perlindungan Hukum Yang diberikan Bagi Korban Bulyying 

 Sesuai dengan rumusan Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), dinyatakan bahwa “Negara Indonesia merupakan 

Negara hukum”. Oleh karena itu, negara memberikan jaminan perlindungan hukum bagi warga 

negara sebagai bentuk upaya yang dapat diberikan kepada korban bullying. Menurut pemikiran 

Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjaga kepentingan individu 

dengan memberikan kewenangan tertentu agar seseorang dapat mengambil tindakan demi 

melindungi kepentingannya (Rahardjo, 2003). Perlindungan yang dibahas adalah perlindungan 

hukum represif, yaitu perlindungan yang bertujuan menyelesaikan suatu permasalahan melalui 

pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Sejalan dengan itu, perlindungan hukum 

terhadap anak semakin diperkuat sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak 

melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan 

Convention on the Rights of the Child. Dengan ratifikasi tersebut, pemerintah Indonesia 

mempunyai tanggung jawab untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak, termasuk 

memberikan perlindungan hukum yang memadai (Ikeu, 2020). Pemberian perlindungan 

hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban perundungan merupakan langkah 

penting untuk menjaga martabat kemanusiaan. Pemerintah juga bertanggung jawab menjamin 

pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia yang dimiliki oleh anak sebagai individu yang 

rentan dan berisiko menjadi sasaran perundungan sehingga negara turut berperan dalam 

menjaga aspek kehidupan anak secara menyeluruh.17 Pasal 1 angka 2 UU No 23 Tahun 2002 

yang disempurnakan melalui UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang 

kemudian disebut dengan istilah “UU Perlindungan Anak” dijelaskan bahwa, “perlindungan 
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anak merupakan seluruh tindakan yang dilakukan untuk memberikan jaminan dan memberikan 

perlindungan kepada anak beserta hak yang dimilikinya sehingga dapat tumbuh dan 

berkembang, hidup, serta dapat berpartisipasi dengan maksimal sesuai dengan harkat dan 

martabat sebagai manusia, dan juga mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, 

kekerasanfisik, psikis, dan seksual atau yang berpotensi membahayakan kesehatan anak”. Pasal 

1 angka 3 UU Perlindungan Anak merumuskan bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1a) menyatakan 

bahwa, “Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan 

seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta 

didik, dan/atau pihak lain.” Dengan demikian, dapat dipahami bahwa di lingkungan sekolah 

sebagai salah satu satuan pendidikan, setiap anak memiliki hak untuk memperoleh 

perlindungan atas dirinya apabila terjadi kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh 

guru, staf sekolah, sesama siswa, maupun pihak lainnya. Selain itu pada Pasal 1angka 33 

Undang - Undang Perlindungan Anak merumuskan bahwa dalam Pasal 54 ayat (1) yang 

menyatakan, “Anak dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajibmendapatkan 

perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan sexual, dan kejahatan lainnya 

yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak 

lainnya.” 

 Kemudian pada ayat (2) yang menjelaskan, “Perlindungan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau 

Masyarakat.” Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa di lingkungan sekolah, anak wajib 

memperoleh perlindungan dari guru sebagai pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, 

serta masyarakat. Perlindungan tersebut penting agar anak terhindar dari berbagai bentuk 

tindak pidana dan kejahatan, baik fisik, psikis, seksual, maupun bentuk kekerasan lainnya. 

Kemudian pada Pasal 1 angka 47 UU Perlindungan Anak 

menetapkan perubahan terkait Pasal 69 sehingga berbunyi:  

“Perlindungan iKhusus ibagi iAnak ikorban iKekerasan ifisik idan/atau ipsikis 

isebagaimana dimaksud idalam iPasal i59 iayat i(2) ihuruf ii idilakukan imelalui iupaya: i 

a. penyebarluasan idan isosialisasi iketentuan iperaturan iperundang-undangan iyang i 

melindungi iAnak ikorban itindak iKekerasan; idan ipemantauan, ipelaporan, idan 

ipemberian isanksi. 

a. Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 69, anak yang menjadi korban kekerasan 

fisik dan/atau kekerasan psikis berhak memperoleh bentuk perlindungan khusus. 

Perlindungan tersebut diwujudkan melalui kegiatan penyebarluasan serta 
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sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur 

dan menjamin perlindungan bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan. 

 

Bagaiamana Pemberian Kompensasi Terhadap Anak Korban Bulyying 

 Anak isebagai ikorban, yang imengalami ipenderitaan idan ikerugian iakibat ipelanggaran 

hukum ipidana, iumumnya ihanya idilibatkan isecara iterbatas, iyakni isebatas imemberikan 

iketerangan ketika idipanggil isebagai isaksi ikorban. iKetika ikorban imerasa ikecewa iterhadap 

ituntutan ipidana maupun iputusan iyang idijatuhkan ikarena idianggap itidak isebanding idengan 

iperbuatan ipelaku terhadap idirinya imaka ikondisi iseperti iyang itelah idiuraikan isebelumnya 

ikerap iterjadi (Hasibuan:2019). iMenurut ipenjelasan iatas iUU iNomor i4 iTahun i1979 iTentang 

iKesejahteraan Anak, idinyatakan ibahwa i“Oleh ikarena ianak ibaik isecara irohani, ijasmani 

imaupun isosialbelum memiliki ikemampuan iuntuk iberdiri isendiri, imaka imenjadi isebuah 

ikewajiban ibagi igenerasi iyang terdahulu iuntuk imenjamin, imemelihara, idan imengamankan 

ikepentingan ianak iitu.” iKarena ianak belum imampu imemikul itanggung ijawab isepenuhnya 

iatas idirinya isendiri, inegara imenjadi isalah satu ipihak iyang iberperan ipenting idalam 

imembantu ipemenuhan ihak idan ikewajiban ianak. iHak-hak yang idimiliki ioleh ianak isebagai 

ikorban imeliputi ipemberian iganti irugi i(restitusi), ikompensasi, serta ilayanan irehabilitasi. 

iBerdasarkan iPasal i1 iangka i4 iPeraturan iPemerintah iNomor i7 iTahun 2018 iTentang 

iPemberian iKompensasi, iRestitusi, iserta iBantuan iKepada iSaksi idan iKorban, dijelaskan 

ibahwa, i“Kompensasi iadalah iganti ikerugian iyang idiberikan ioleh iNegara ikarena ipelaku tidak 

imampu imemberikan iganti ikerugiansepenuhnya iyang imenjadi itanggung ijawabnya ikepada 

Korban iatau iKeluarganya.” iKemudian ipada iPasal i89 iUU iNomor i11 iTahun i2012 imengenai 

iSistem Peradilan iAnak idijelaskan ibahwa, i“Anak iKorban idan/atau iAnak iSaksi iberhak iatas 

isemua perlindungan idan ihak iyang idiatur idalam iketentuan iperaturan iperundangundangan.” 

iKompensasi yang idiberikan ioleh inegara imerupakan ibentuk ikewajiban inegara iuntuk 

imenanggung iganti irugi yang iseharusnya idibayarkan ioleh ipelaku ikepada ikorban imelalui 

iproses iperadilan. iLangkah iini menjadi iwujud ipengakuan inegara iatas iketidakefektifan idalam 

imenjalankan itugasnya iuntuk melindungi ianak ikorban iserta imencegah iterjadinya itindak 

ipidana i(Murtado, i2020). iOleh ikarena itu, ianak iyang imenjadi ikorban ibullying iberhak 

imemperoleh ikompensasi iyang idisediakan ioleh pemerintah. 

 Berdasarkan iPress iRelease iKementerian iPemberdayaan iPerempuan idan 

iPerlindungan Anak iRepublik iIndonesia i(KPP-PA iRI) ipada irilis i“Pers iNomor: i11/Humas 

iKPP-PA/2/2016” tentang iRestitusi idan iKompensasi ibagi iAnak iKorban iTindak iPidana, 

idisampaikan ibahwa iterdapat banyak ikasus ipelanggaran ihak ianak. iMenanggapi ihal itersebut, 
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iMenteri iPemberdayaan iPerempuan dan iPerlindungan iAnak ipada iKabinet iKerja i2014–2019, 

imelalui iKPPA ibersama iMenteri iYohana, mendorong ipenyusunan iperaturan ipemerintah 

iterkait imekanisme ipemberian irestitusi ibagi ianak korban itindak ipidana i(Humas iKPP-PA, 

i2025). iUpaya itersebut ikemudian imelahirkan iPeraturan Pemerintah iNomor i43 iTahun i2017 

itentang iPelaksanaan iRestitusi ibagi iAnak iKorban iTindak Pidana. iNamun idemikian, 

iperaturan itersebut ibelum imemuat iketentuan imengenai ikompensasi ibagi anak idi ibawah 

iumur iyang imenjadi ikorban ibullying, isehingga iterjadi ikekosongan ihukum idalam aspek 

itersebut. iOleh ikarena iitu, inegara idapat imemberikan ibentuk ikompensasi imelalui ipenyediaan 

layanan irehabilitasi ibagi ianak ikorban isecara igratis. iPenyediaan ifasilitas irehabilitasi iini 

ipenting untuk imembantu ipemulihan ikondisi imental ianak iyang imengalami ikekerasan idalam 

ibentuk perundungan. iDengan idemikian, ianak ikorban ibullying idapat ikembali imengikuti 

iproses pembelajaran idi isekolah idan imemiliki ikesempatan iuntuk imewujudkan icita-cita 

isebagaimana diharapkan idalam iNegara iKesatuan iRepublik iIndonesia. 

Menurut alenia ke-empat dalam pembukaan UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa 

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 

sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang 

Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang 

berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang 

adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanan 

dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia.” Apabila dikaitkan dengan akuntabilitas negara dalam memberikan 

kompensasi kepada anak korban tindak pidana bullying, penyediaan sarana rehabilitasi 

menjadi salah satu bentuk realisasi cita-cita Negara Indonesia. Upaya ini mencerminkan 

komitmen negara dalam melindungi seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan 

umum, serta mendidik dan meningkatkan kualitas kehidupan bangsa. 

 

4. KESIMPULANN 

 Bullying imerupakan iphysical iand ipsychological iabuse, iyaitu ikekerasan ifisik 

imaupun psikologis iyang idilakukan isecara iberulang idan idapat imenurunkan iharga idiri i(self-

esteem) ikorban. Sejak iIndonesia imeratifikasi iKonvensi iHak-Hak iAnak imelalui iKeputusan 

iPresiden iRepublik Indonesia iNomor i36 iTahun i1990 itentang iPengesahan iConvention ion ithe 
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iRights iof ithe iChild, pemerintah imemiliki ikewajiban iuntuk imenjamin iterpenuhinya ihak-hak 

ianak imelalui ipemberian perlindungan ihukum. iPerlindungan ihukum ibagi ianak idi ibawah 

iumur iyang imenjadi itarget ibullying merupakan ilangkah ipenting iuntuk imenjaga imartabat 

imanusia iserta imemastikan ibahwa ihak iasasi anak itetap iterlindungi idalam isetiap iaspek 

ikehidupan. iMelihat ibanyaknya ikasus ibullying idi Indonesia, isering ikali imuncul 

iketidakpuasan idari ikorban iterhadap ituntutan ipidana imaupun putusan iyang idijatuhkan 

ikarena idianggap itidak isebanding idengan iperbuatan ipelaku. iOleh isebab itu, inegara 

iberkewajiban imenanggung iganti irugi iyang isemestinya imenjadi itanggung ijawab pelaku. 

iTanggung ijawab inegara idalam imemberikan iganti irugi itersebut idikenal isebagai kompensasi. 

iSalah isatu ibentuk ikompensasi iyang idapat idiberikan inegara iialah ipenyediaan ifasilitas 

rehabilitasi itanpa ibiaya. iMelalui iproses irehabilitasi, ianak ikorban ibullying idapat 

imemulihkan kondisi idirinya idan imampu ikembali imengikuti ikegiatan ipembelajaran idi 

isekolah. iPemulihan tersebut ipada iakhirnya iturut imendukung iterwujudnya icita-cita iNKRI 

idalam imencerdaskan idan memajukan ikehidupan ibangsa.  
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